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Praktik hutang barang dibayar setelah panen sudah lama 
dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat Desa Ceringin Asri 
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Praktik hutang 
barang dibayar setelah panen yang terjadi di Desa tersebut yaitu 
pihak pertama petani (muqrid) pihak kedua ketua kelompok tani 
(Muqtarid), yang dimana akad dalam transaksi tersebut adanya  
kesepakatan salah satu pihak saja, yaitu pemberi hutang 
(Muqrid), dimana ketua memberikan syarat apabila sudah jatuh 
tempo atau setelah panen petani harus mengembalikan hutangnya 
dengan uang yang nominalnya lebih besar dari objek transaksi 
yang dipinjam. Apabila petani tidak dapat mengembalikan 
hutangnya dikarenakan gagal panen maka adanya tambahan 5% 
atau 10% untuk petani membayarkan hutang. 
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pelaksanaan/ praktik hutang barang dibayar setelah 
panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten 
Pesawaran, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang 
hutang barang dibayar setelah panen tersebut. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui secara jelas praktik pelaksanaan hutang 
barang dibayar setelah panen dan untuk mengetahui pandangan 
hukum Islam tentang hutang barang dibayar setelah panen di 
Desa Ceringin Asri Keamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 
Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di 
lapangan, yakni di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran tentang praktik hutang barang dibayar 
setelah panen. Data yang digunakan yaitu data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi, pengolahan data 
dilakukan melalui editing, organizing dan Analizing. Sedangkan 
dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa 
pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Ceringin Asri dalam perjanjian 
yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan 
tetapi hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para 
saksi, adanya penambahan 5% atau 10% tanpa adanya 
musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang 
belum sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam 
transaksi hutang piutang dalam mu‟amalah yaitu 
kesepakatannya hanya ada disalah satu pihak saja yaitu ketua 
kelompok tani. Adapun dalam tinjauan hukum Islam 
pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang 
dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat 
qard. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan 
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harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Judul dalam penulisan ini adalah “Pandangan Hukum 
Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi 
Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way 
Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Untuk menghindari kesalahan 
dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan secara 
singkat mengenai judul di atas: 
Pandangan adalah pendapat seseorang atau kelompok 
orang terhadap suatu ide, peristiwa dan kejadian. Menurut 
ahli ushul, Hukum Islam adalah khihtab (titah) Allah yang  
berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik 
dalam bentuk tuntutan (perintah dan larangan), memilih 




Hutang  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.
2
 Pendapat lain 
menyatakan yang dimaksud dengan hutang ialah 
memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan 
baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu 
dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana 
orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau 
benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak 
kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.
3
 
Barang secara umum yaitu merupakan segala sesuatu 
yang berwujud atau berjasad.
4
 
                                                             
1
Ahmad Sukardja dan Mujar Syarif, Tiga Kategori Hukum, Syari‟at, 
dan Kanun,(Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 35 
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 544  
3A. Khumedi Ja‟far. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Bandar 
Lampung: Permanet, 2015), h. 165 
4
 Sudarsono, Kamus Hukum, ( Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2007), h. 
47 
Maksud dengan hutang barang dalam penelitian ini 
adalah suatu hutang yang dipinjamkan berupa barang seperti  
bibit padi, pupuk, obat-obatan, Sebagaimana barang tersebut 
yang dikuasai oleh orang tertentu yang diperoleh dengan cara 
meminjam kepada orang lain. 
Panen adalah berbagai macam hasil tanaman ladang 
seperti gandum, buah-buahan, tanaman biji-bijian, padi, 
singkong, tebu, tembakau, dan tanaman lainnya sebagai 
pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. 
Jadi kesimpulan dari penegasan judul adalah 
pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang 
berupa hutang barang yang dibayarkan setelah panen. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul “Pandangan Hukum 
Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Setelah Panen” 
ini yaitu : 
1. Secara Objektif, Sering terjadi praktik hutang piutang 
barang dan dibayar setelah panen yang dilakukan oleh 
masyarakat kelompok tani sehingga penelitian ini 
dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut 
pandang Hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif, agar penulis mendapatkan gelar 
difakultas syari‟ah, hal mana penelitian ini merupakan 
permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah 
fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, tempat 
penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, 
agar penulis mampu memahami topik yang dibahas, data 
dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini 
cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat  diselesaikan 
tepat pada waktunya. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Secara etimologis hutang piutang (qard) adalah 
bentuk masdar dari kata qarada-yaqridu-qardan, yang 
artinya memotong.
5
 Kata tersebut merupakan sinonim dari 
kata qata‟a yang artinya memotong. Diartikan demikian 
karena orang yang memberikan hutang, memotong sebagian 




Ulama Hanfiyah mendefinisikan hutang piutang 
adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan 
untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi 
yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki 
kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang 
sepadan dengan itu.  
Hukum Hutang Piutang adalah sunah bagi pemberi 
hutang dan boleh bagi orang yang berhutang.
7
 Hal tersebut 
dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong 
orang yang sedang ditimpa kesukaran. 
Sebagaimana firman Allah dalam surah Almaidah (5) 
ayat 2: 
                  
                 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 





Adapun syarat-syarat hutang piutang yang 
diperbolehkan dalam islam adalah sebagai berikut: 
                                                             
5
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta:PT.Hidayakarya 
Agung, 1972), h.337 
6
Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat,(Jakarta:Amzah, 2013) 




Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan 
Terjemahannya,(Surabaya: Al-Hidayah, 1971), h.156 
a. Orang yang memberi hutang 
b. Orang yang berutang 
c. Objek atau barang yang diutangkan 
d. Lafadz (ijab qabul) 
Dalam pelaksanaan praktik hutang barang dibayar 
setelah panen yang ada di Desa Ceringin Asri Kecamatan 
Way Ratai Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan bahwa 
praktik tersebut belum sesuai dengan hukum islam 
dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi 
yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak 
pemberi hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain 
sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang 
adalah kelompok tani dan orang yang berhutang adalah 
petani yang ada didalam kelompok tani tersebut, sedangkan 
objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa bibit, 
pupuk, obat-obatan. 
Salah satu bentuk praktik pinjam meminjam 
sebagaimana yang terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan 
Way Ratai Kabupaten Pesawaran, mereka melakukan 
transaksi hutang piutang barang seperti bibit, pupuk dan 
obat-obatan yang dibayar setelah panen dengan uang.Pada 
saat musim penanaman sawah, para petani membutuhkan 
barang seperti bibit, pupuk, obat-obatan sebagai solusi untuk 
penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan 
hutang barang sebagai modal awal penanaman sawah, dan 
mereka (petani)  akan mengembalikan hutangnya tersebut 
setelah panen. 
Praktik hutang barang dibayar setelah panen yang 
terjadi di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai 
berikut: pihak yang berhutang meminjam barang sebagai 
modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat 
kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah 
jatuh tempo (setelah panen) maka orang yang berhutang 
tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal 
lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam 
transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa 
dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, 
sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu 
sendiri. 
Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk 
diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas 
mengenai pelaksanaan hutang barang dibayar setelah panen. 
Penelitian ini berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM 
TENTANG HUTANG BARANG DIBAYAR SETELAH 
PANEN (Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri 
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”  
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik hutang barang di bayar setelah panen 
yang dilakukan  pada kelompok tani di Desa Ceringin 
Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam  tentang hutang 
barang di bayar  setelah panen yang dilakukan  pada 
kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way 
Ratai Kabupaten Pesawaran? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Ada beberapa alasan yang  menjadi motifasi untuk 
memilih judul ini  sebagai bahan untuk penelitian, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik hutang barang di bayar setelah 
panen pada kelompok tani di Desa Ceringin Asri 
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang 
praktik hutang barang di bayar setelah panen pada 
kelompok tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way 
Ratai Kabupaten Pesawaran. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 
metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya  
metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan 
dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran 
yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. 
Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas: 
 
Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 
Research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.
9
 
Dalam hal ini data bersumber dari kelompok tani di 
Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten  
Pesawaran. 
Data dari  lokasi atau lapangan. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu 
penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-
sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok 
tertentu.
10
 Dalam kaitannya dengan penelitian ini 
menggambarkan tentang pelaksanaan praktik hutang 
barang dibayar dibayar  setelah panen pada kelompok 
tani di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran. 
1. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah  data yang  diterima 
langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) 
dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 
kongkrit.
11
 Sumber primer dalam penelitian ini yaitu 
pemberi hutang (muqrid) barang seperti bibit, pupuk, 
obat-obatan, dan penerima hutang (muqtarid)  barang 
bibit, pupuk, obat-obatan, yang dibayar setelah panen 
dengan uang.  
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari 
sumber secara tidak langsung kepada pengumpul 
data.
12
 Data sekunder digunakan untuk melengkapai 
data primer, mengingat bahwa data primer dapat 
dikatakan sebagai data praktik yang ada secara 
langsung dalam praktik di lapangan. 
2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah sejumlah manusia atau unit 
yang mempunyai karakteristik yang sama.
13
 Bisa juga 
disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik 
dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 50 orang, dalam hal  ini yang menjadi 
populasi dalam penelitian  ini adalah anggota 
kelompok tani yang ada di Desa Ceringin Asri 
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 
b. Sampel 
Sampel adalah  sebagian atau wakil dari 
populasi yang diteliti.
14
 Sebagai cerminan guna 
menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih 
mudah dalam melakukan penelitian populasi. Menurut 
Suharsimi Arikuntoapabila populasi kurang dari 100 
maka yang dijadikan sebagai sampel adalah 
keseluruhan populasi yang ada yang berjumlah 50 
orang, dimana yang menjadi target penelitian adalah 
anggota kelompok tani di Desa Ceringin Asri 
Kabupaten Pesawaran.  
3. Alat Pengumpul Data 
a. Observasi 
Observasi adalah mengadakan pengamatan 
secara langsung pada obyek yang diteliti dengan 
maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian 




Soejarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: UI-
PRESS 2002),h.172  
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memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 
diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-
informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 
penelitian.
15
 Observasi tersebut bertujuan untuk 
mengamati dan mencermati bagaimana praktik 
hutang barang dibayar setelah panen yang 
dipraktikkan oleh anggota kelompok tani. 
b. Wawancara/Interview 
Wawancara (Interview) adalah kegiatan 
pengumpulan data primer yang bersumber langsung 
dari responden penelitian dilapangan (lokasi).
16
 
Tekhnik wawancara ini digunakan untuk mendapat 
data tentang konsep hutang yang dibayar setelah 
panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran yang pernah melakukan hutang 
barang tersebut dibayar setelah panen. 
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, 
surat kabar, majalah, agenda dan 
sebagainya.
17
Metode ini digunakan untuk 
menghimpun atau memperoleh data, dengan cara 
melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau 
dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan 
penelitian mengenai hutang barang bibit padi, pupuk, 
obat-obatan dibayar setelah panen di Desa Ceringin 




                                                             
15
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2009), h.252 
16
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.86 
17
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan 
Praktik,(Jakarta: Bima Aksara, 1981), h. 202  
4. Metode Pengolahan Data 
a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah 
dikumpulkan.
18
 Yaitu mengadakan pemeriksaan 
kembali data-data tentang praktik hutang barang 
dibayar setelah panen  di Desa Ceringin Asri 
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data 
tentang  praktik hutang barang dibayar setelah panen 
di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran. 
c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan 
aturan hutang piutang dalam islam dan praktik hutang 
barang dibayar setelah panen di Desa Ceringin Asri 
Kecamatan Way Ratai Kabupate Pesawaran. 
 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data yang telah dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif 
analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan 
masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-
data tentang praktik hutang barang dibayar setelah panen 
di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten 
Pesawaran yang didapat dengan mencatat, menganalisis 
dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan 
teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang 
sesuai dengan analisis terhadap hutang barang dibayar 
setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way 
Ratai Kabupaten Pesawaran. 
Adapun pendekatan berfikir yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  induktif, yaitu berangkat dari 
fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, 
kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang 
mempunyai sifat umum.
19
 Metode ini digunakan untuk 
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mengetengahkan data-data mengenai hutang piutang yang 
sifatnya umum, Kemudian diolah untuk diambil data-data 
yang sifatnya khusus mengenai hutang barang dibayar 
setelah panen yang terjadi di Desa Ceringin Asri 








A. Hutang Piutang 
1. Pengertian Utang Piutang 
 
Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.
20
 
Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan 
(dapat ditagih dari orang lain).
21
 
Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian 
pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: 
“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana 
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu 
jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, 
dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan 




Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab 
adalah (َةي ِراَعلا) diambil dari kata ( َرَا ) yang berarti datang dan 
pergi. Menurut sebagian pendapat, „ariyah berasal dari kata 
( ( وُ وُا تَؐ  تَؐلا  yang samaartinya dengan ( ( ُ ُاا َتَللِا َا  ُُاا َتَلَلا  saling 




                                                             
20





R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451. 
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Secara terminologi syara‟, ulama fiqh berbeda 
pendapat dalam mendefinisikannya
24
, antara lain: 
a) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah 
Qard adalah Harta yang diserahkan kepada 
orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. 
Atau dalam arti lain suatu transaksi yang 
dimaksudkan untuk memberikan harta yang 
memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk 
dikembalikan yang sepadan dengan itu. 
b) Menurut ulama Malikiyah 
Qardadalah penyerahan harta kepada orang 




c) Menurut ulama Hanabilah 
Qardadalah penyerahan harta kepada 
seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib  
mengembalikan dengan harta  yang serupa sebagai 
gantinya. 
d) Menurut Sayyid Sabiq 
Pengertian qard didalam bukunya Fiqh 
Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta 
yang diberikan oleh muqtarid (pemberi pinjaman) 
kepada muqtarid (orang yang meminjam), agar 
muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya 
kepada muqrid ketika  telah mampu.
26
 
e) Menurut Hasbi As-Shiddiqi  
Utang piutang  qard adalah akad  yang  
dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua 
orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari 
lainnya dan iamenghabiskan harta tersebut  untuk 
kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan 
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barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil 
dahulu. Berdasarkan pengertian  ini maka qard 
memiliki dua pengertian yaitu: I‟arah yang 
mengandung arti tabarru‟ atau memberikan harta 
atau seseorang dan akan dikembalikan, dan 
Mu‟awadah karena harta yang diambil bukan 
sekedar dipakai  kemudian dikembalikan, melainkan 




Sehingga dengan demikian, utang piutang (qard) 
adalah adanya pihak  yang memberikan harta baik berupa 
uang atau  barang kepada pihak berutang, dan pihak  yang 
berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia 
akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam 
jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri 
adalah  akad yang bercorak ta‟awun (pertolongan) kepada 
pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. 
2. Landasan Hukum Hutang Piutang 
Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi 
semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun 
sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka 
dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya 
kebutuhan-kebutuhan tersebut. 
Agama islam menganjurkan kepada umatnya agar 
saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini 
kebajikan dan taqwa. Adapun landasan hutang piutang 
diantaranya : 
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an adalah kumpulan wahyu Allah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat 
dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul 
dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad 
SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur‟an 
dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi 
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memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. 
Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan 
dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-
ayat Al-Qur‟an berada dalam rekaman teliti para sahabat, 
baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan 
di tempat yang terpisah. Al-Qur‟an disebarluaskan secara 
periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin 
bersekongkol untuk berdusta. 
Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki 
peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang 
berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum 
hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang 
bersumber dari Al-Qur‟an adalah firman Allah Q.S Al-
Maidah ayat 2: 
               
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran.”(Al-maidah:2).28 
Maksud dari ayat ini adalah tolong-menolonglah 
kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan 
meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan 
yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. 
Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur 
dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong 
dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian 
hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha 
untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti 
juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada 
pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh 
agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.
29
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Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia 
diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam 
segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia 
baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal hutang piutang 
atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari‟at 
Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam 
melakukan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip 
syari‟ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang 
dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap 
transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis. 
Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang 
adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam 
pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang 
berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang 
kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang 
berkecukupan. 
Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam 
surat Al-Hadid ayat 11, yaitu: 
                      
                    
  
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala 
yang banyak”30 
Dalam hadis juga dijelaskan bawha : Allah akan 
menolong hambanya selama hamba itu suka menolong 
sudaranya (orang lain). Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Bogor 
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“Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) 
suka menolong saudaranya”. Bahkan dalam hadits lain 
disebutkan: “Dari Ibnu Mas‟ud, sesungguhnya Nabi besar 
SAW bersabda seorang muslim yang mempiutangi seorang 
muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedakah kepadanya 
satu kali” 
Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah 
boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi 
orang yang member hutang adalah sunnat, bahkan wajib 
(terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang 
yang berhutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan 




3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang 
Dalam utang piutang (qardh),terdapat pula rukun dan 
syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun 




1. „Aqid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri 
dari muqrid (pemberi hutang) dan muqtarid (penerima 
hutang). 
2. Ma‟qud‟alayh yaitu barang yang diutangkan. 
3. Sighat al-„aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu 
persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanya 
suatu akad. 
Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa 
rukun utang piutang ada empat macam yaitu: 
1. Orang yang memberi utang 
2. Orang yang berhutang 
3. Barang yang diutangkan (objek) 
4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz) 
Dengan demikian, maka dalam utang piutang 
dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan 
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syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah 
unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah 
prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang 
harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah: 
1. „Aqid (orang yang berhutang piutang) 
Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat 
dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan 
praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu 
diperlukan oraang yang mempunyai kecakapan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang 
harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu 




1. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa) 
2. Berakal sehat 
3. Orang tersebut bisa berfikir. 
Seseorang dapat dipandang  mempunyai kecakapan 
melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa 
tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk 
membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang 
berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat 
membedakan jenis  kelamin laki-laki dan perempuan. Imam 
Syafi‟i mengungkapkan bahwa  empat orang yang tidak sah 
akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz 
maupun yang belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, 
walaupun mukallaf dan orang buta.
34
 
Sementara dalam al-fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa 
akad orang gila, orang mabuk, dan  anak kecil yang belum 
mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan 
mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk 
anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya 
dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin 
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 Disamping itu, orang yang berhutang piutang 
hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, 
artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas 
dari paksaan  dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi  adanya  
prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang 
dilakukan karena adanya unsur paksaan. 
2. Objek utang (Ma‟qud‟alayh) 
Ma‟qud‟alayh atau objek yang dijadikan utang 
piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam 
transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul 
dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, 
perjanjian hutang piutang itu  dianggap terjadi apabila 
terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang 
piutang. 
Untuk itu objek utang piutang harus  memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan 
dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda 
hutang. 
b) Dapat dimiliki 
c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang 
d) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan. 
Akad utang piutang  itu  dilakukan karena adanya 
suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang 
dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) 
dan setelah dipergunakan benda itu habis maka 
pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya 
dahulu, akan tetapi dengan benda  yang lain sama. 
Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah 
barang yang dapat dimiliki. Tentunya  ini dapat dimiliki oleh 
pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang  piutang akan 
terjadi  pemindahan milik dari memberi hutang kepada pihak 
yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek 
hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya  hutang 
piutang. Sebab  kalau  dilihat dari tujuan seseorang itu 
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berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, 
sehingga kalau barang tersebut tidak dapat  diserahkan (tidak 
ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang-piutang. 
3. Ijab dan qabul (Sighat al-aqd) 
Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak 
pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan 
qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk 
menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, 
tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas 
tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa 
perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan 
qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena 
melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari 
setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan 
dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:
36
 
1. Tujuan akad  harus jelas dan dapat difahami 
2. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian 
3. Pernyataan ijab  dan qabul harus sesuai dengan kehendak 
masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) 
adalah sebagai berikut: 
1. Besarnya pinjaman (qard) harus diketahui takaran atau 
jumlahnya. 




3. Pinjaman (qardh) berasal dari orang yang layak dimintai 
pinjaman. Jadi tidak sah apaabila berasal dari orang yang 
tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang 
yang tidak normal akalnya.
38
 
Demikian beberapa rukun dan syarat Al-qardh 
sebagai podaman dalam melakukan praktek hutang piutang 
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yang berlaku dimasyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini 
menjadi  landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi  
hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syari‟ah. 
4. Tambahan Dalam Hutang Piutang 
Ada dua macam penambahan pada qard atau hutang 
piutang,
39
 yaitu sebagaimana berikut ini: 
a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini 
dilarang berdasarkan ijma‟. Begitu juga manfaat  
yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku 
member utang kepadamu dengan syarat kamu  
memberi hak kepadaku untuk menempati 
rumahmu,” atau syarat manfaat lainnnya. 
Demikian  ini termasuk rekayasa terhadap riba. 
b. Jika penambahan diberikan ketika mrmbayar 
hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini 
boleh dan termasuk pembayaran yang  baik 
berdasarkan hadits yang telah dikemukakan 
dipasal dasar al-qard (hutang piutang). 
Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang 
diwajibkan adalah seimbang  kadarnya. Oleh karena itu, 
kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan 
sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar 
keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan 
demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang 
berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak 
boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih  
jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, 
kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih 
dibolehkan. 
Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib 
dilakukan sesuai  isi perjanjian yang telah menjadikata 
sepakat kedua belah  pihak. Pada saat  pelunasan yang wajib 
dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan 
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karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan 
melebihkan dari jumlah yang diterima, maka 
pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. 
Tetapi kalau yang berhutang atas  kemuannya melebihkan 
jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan 
kebaikan bagi  yang berhutang.
40
 
Jika yangdipinjamkan berupa barang yang bernilai 
maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan 
penganut madzab sayafi‟i, termasuk salah satu pendapat 
zhahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya 
adalah Hadits Abi Rafi‟, “Bahwasannya Nabi saw. 
Meminjam seekor  unta kecil (masih bayi)-binatang ini 
adalah binatang yang berilai-kemudian beliau menyuruhku 
(Abu Rafi‟) untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta 
ruba‟iy (unta yang berumur 7 tahun). Sedangkan unta kecil 
itu masih berusia remaja. “jika tidak memungkinkan untuk 
mengembalikan barang yang sama persis menurut 
zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan 
berusahalah untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah 
dijanjikan. 
Pendapat menurut syafi‟i, termasuk juga pendapar 
zhahiriyyah yang lain, adalah pengembalian disamakan 
nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang 
yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat 
penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga 
memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, 
Seperti yang dikemukaan oleh zhahiriyah, demikian juga 
syafi‟i. Pendapat lainnya dari kalangan syafi‟I adalah 
nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang 
mengatakan nilainya lebih banyak dari pada nilai saat 
penyerahan pinjaman. Sedangkan  maliki berpendapat bahwa 
pengembaliannya harus sama, baik pinjaman brupa barang 
bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka 
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katakana tersebut adalah jika memungkinkan bisa 
mengembalikannya dengan nilai yang sama. 
Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan 
masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut 
ahli fiqh, memberikan pinjamana bisa saja berupa barang 
yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam  transaksi 
pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang 
berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang 
dikatakan oleh nawawi. Ibn Hazm berkata,”Riba dalam 
memeberikan pinjamanbisa terjadi dalam bentuk apapun 
maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat 
pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak 
juga  dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama 
bentuk  dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.” 
Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang 
disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah 
dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang 
dipinjamkannya ataupun tidak. Seabab hal ini telah 
menyeleweng dari  tujuan utama memberikan pinjaman, 
yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, 
Hanafi  berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah 
tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi‟I 




5. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang 
Disamping adanya syarat dan rukun hutang piutang, 
juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika 




A. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan 
B. Etika bagi pemberi hutang (muqtarid) 
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1. Orang yang menghutangkan wajib memeberi tempo 
pembayaran bagi yang meminjam agar ada 
kemudahan untuk membayar. 
2. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang 
sudah ditentukan. 
3. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan 
penuh maaf. 
4. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang 
sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah 
jatuh tempo. Sebagaimana firman Allah dalam surat 
al-Baqarah ayat 280. 
                
            
 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 
kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia 
berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui” 43 
 
C. Etika bagi orang  yang berhutang (muqtarid) 
1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk 
sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah 
mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang 
menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, 
maka ia tergolong orang yang berbuat  zalim, 
Sebagaimana sabda Nabi saw : “ Melambatkan 
membayar hutang padahal dia mampu,  maka 
termasuk zalim”.(HR.Bukhari Muslim).44 
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2. Pemberi hutang (muqrid) tidak boleh mengambil 
keuntungan atau manfaat dari  orang yang berhutang 
(muqtarid) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, 
bahwa pinjaman  yang berbunga atau mendatangkan 
manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur‟an 
dan  as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala 
macam bunga   atau manfaat yang dijadikan  syarat 
oleh orang yang memberikan hutang (muqrid) kepada  
si penghutang (muqtarid). 
3. Berhutang  dengan niat yang baik,  dalam arti 
berhutang tidak untuk tujuan  yang buruk  seperti :  
berhutang untuk foya-foya (bersenang-senang), 
berhutang dengan  niat  meminta  karena jika 
meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang 
agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan 
melunasinya. 
4. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keungan, 
hendaknya  orang berhutang  memberitahukan kepada 
orang yang memberikan hutang, karena hal ini  
termasuk  bagian dari menunaikan hak yang 
menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari 
si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang 





6. Berakhirnya Akad Hutang piutang 
Akad (qard) berakhir apabila objek akad (qard)ada 
pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau 
dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar 
pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah 
disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian qardh 
hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad qardh itu 
berlangsung. Tetapi apabila si muqrid (kreditur) meminta  
pengembalian qardh ditempat yang dikehendaki ma ka 
dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid (debitur). 
                                                             
45
Ibid.,h. 75 
Akad hutang piutang (qardh) juga berakhir apabila 
dibatalkan oleh pihak-pihak  yang berakad karena alasan 
tertentu. Dan apabila muqtarid  (orang yang berhutang) 
meninggal dunia maka qardh  atau pinjaman yang belum 
dilunasi menjadi tanggungan ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya 
berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qardh dapat 
dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid (pemberi 




1. Pengertian Riba 
 
Secara  etimologis riba berasal dari bahasa Arab, 
yaitu dari  kata raba, yarbu,rabwan, yang berarti az-ziyadah 
(tambahan) atau al-fadl (kelebihan),
46
 berkembang (an-
numuww), meningkat (al-irfa‟) dan membesar (al-uluw). 
Dengan kata  lain riba adalah penambahan, perkembangan 
peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang 
diterima pemberi pinjaman  dari peminjam sebagai imbalan 
karena menangguhkan atau berpisah  dari sebagian modalnya  
selama periode waktu tertentu. 
Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah 
pengambilan  tambahan dari  harta pokok atau modal secara 
batil. Riba adalah memakan  harta orang lain tanpa jerih 
payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan 
harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-
orang dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan 
aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi. 
Dalam kaitannya dengan pengertian al-batil, Ibnu Al-
Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Alqur‟an 
menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan 
namun yang dimaksud riba dalam ayat qur‟ani, yaitu setiap 
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penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti 
atau penyeimbang yang dibenarkan syari‟ah. 
Selain itu bunga bank dapat diartikan sebagai balas 
jasa yang diartikan oleh bank yang berdasarkan prinsip 
konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 
produknya. Bunga bagi bank dapat  diartikan sebagai harta 
yang harus dibayar  oleh nasabah (yang memiliki simpanan) 
dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank 
(nasabah) yang  memperoleh pinjaman.
47
 
Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan 
riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan  
tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu telah menerima dan 
merasakan  akibat azab atau siksa Allah berupa peperangan 
besar,bencana alam dahsyat dan siksa-siksa lainnya andaikan 
akad ribawi ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi 
akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan 
unsur pokok ta‟awun khususnya kepada yang lemah dan 
mereka yang sangat memerlukan bantuan.
48
 Dari hal tersebut 
dapat dartikan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah 
pertolonngan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi 
lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang 
lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila 
semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka 
enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk 
bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap 
mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi  riba itu juga berarti 




Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan 
tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dengan kegiatan  itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rizki 
ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang islam, 
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Al-qur‟an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasullullah 
saw. Berfungsi menjelaskan kendungan Al-qur‟an. Terdapat 
banyak ayat Al-qur‟an dan hadits nabi yang merangsang 
manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk 
didalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi 
tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan 
banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, 




Para ulama‟ fiqh membicarakan riba dalam fiqh 
mu‟amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan 
hukumnya, para ulama‟ membuat rumusan riba, dan dari 
rumusan itu kegiatan ekonomi didefinisikan, dapat 
dimasukan  kedalam kategori riba atau tidak. Dalam 
menetapkan hukum, para ulama‟ biasanya mngambil langkah 
yang dalam ushul fiqh dikenal dengan ta‟lil (mencari illat). 
Hukum suatu keadaan lain yang disebut dengan nas apabila 
sama illanya. 
Mengapa Al-qur‟an dan sunnah mengharamkan 
praktik riba. Bagaimana para fuqaha awal memahamidan 
menafsirkan masalah ini dalam perspektif mereka. Lalu 
berdasarkan semua sumber itu, bagaimana pula kalangan 
terpelajar Muslim modernmelihat dan merumuskan masalah 
ini. Pertanyaan ini akan dicoba dijawab pertama-tama dengan 
mengupas pengharaman riba dalam al-qur‟an, Sunnah, dan 
Hukum Islam (Fiqh), dengan fokus utama identifikasi 
karakteristik riba sebagaimana  diharamkan dalam alqur‟an. 
 
2. Dasar Hukum Riba 
Alqur’an 
 Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat 
berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang 
dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena 
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sentuhannya.
51
 Yang demikian itu karena mereka 
mengatakan : “Perdagangan itu sama saja dengan  riba”. 
Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan 
mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah 
sampai kepadanya peringatan dari tuhannya lalu ia 
berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah 
lalu dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba 
maka itu ahak mereka akan kekal didalamnya. 
 Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur‟an, sunah, 
dan Ijma‟:  
Qs Ar-rum ayat 39: 
                     
                    
     
“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar 
Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak 
menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah 
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” 
 
Qs. Al-Baqarah: 275 
              
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Muhammad Syaii Antonio, Bank Syari‟ah, (Jakarta:Insani Press, 
2001), h.48-49 
Qs. Al-Baqarah :278-279 
                  
                 
                
     
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang-orang yang beriman.Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu 




 Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur‟an. 
Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut 
pengarang kitab Lisan al-„Arab (mengutip pendapat 
Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, 
yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian 
diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul 
fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang 
bukan berasal dari Al-Qur‟an, pekerjaan, atau 
ketetapannya.
52
 Hadits sering disebut sebagai cara 
beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan 
dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah: 
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M. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya,(Pejanten 
Barat:Pustaka Firdaus, 2000), h.13-14. 
1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang 
tersebut dalam Al-Qur‟an atau disebut fungsi ta‟kid 
dan takrir. 
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud 
dalam Al-Qur‟an dalam hal menjelaskan arti yang 
masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-
Qur‟an disebutkan dalam garis besar, membatasi 
apa-apa yang dalam Al-Qur‟an dijelaskan secara 
umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam 
Al-Qur‟an. 
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat 
dalam Al-Qur‟an. 
Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada 
umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis 
sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang 
menerangkan tentang hutang piutang adalah: 
sabda Rasululah saw: 
 َمَّلَس َا ِهْيَل َ ُللهاا ىَّلَص َّبَِّ لا ََّنا ُه ْ َ ُللها َيِضَر ٍعِفار ئَِبا ْن َ
 َرَم ََاف ِةَقَدَّصلا ِلِِبا ْنِم ُلِِبا ِهْيَلَع ْتَلَم ٍدَقتَفا ًرْكَب ٍلُج َر ْنِم َفَلْسَلْسِا
 َُرْكَب َلُجَّرلا ِ ْقتَي َْنا ٍعِفا َرتََبا , َ اَقتَف : ًي َِاَبر ًارتَيِخًلَ ِاُدِجَاَلَ
 َ اَقتَفا : ُاَِّيا ِهْي ِ َْا . ًاا ََق ْم ُتَ َسْاا  ِ اَّ لَارتَيِخ َّنَِاف .  ُاََر﴿
﴾ُمِلْسُم.53 
 
“dari Abu Rafi‟a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah 
meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau 
menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw 
menyuruh Abu Rafi‟i berkata, “aku tidak menemukan kecuali 
yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat 
tahun.”maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah 
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Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, (Indonesia: Maktabat Dahlan, 
T,Th), h.1223. 
kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling 
baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880) 
 
Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang 
harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. 
Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, 
asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang 
berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang 
membayar hutang.. Hutang piutang harus disertakan dengan 
niat yang baik dari peminjam maupun dari yang 
meminjamkan, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini: 
 
ا ِللها ِدْب َ ُنْب ِزْي ِزَعلا ُدْب َ ُ يُّيِسْي َا   : ٍ   ِب ُنْب ُن ا َْيَلُس ا َتَ  َّدِا ,
 ِر ْتَ  ْن َ  ٍدْي  َ ِنْب , ِ ْيَللا ْ ِ َ ْن َ , ُه ْ َ ُللها َيِضَر  ََرتَي َر ُ ْ ِ َ ْن َ ,
 َ َاق َمَّلَسَا ِهْيَل َ ُللها ىَّلَص   َِّ لا ِن َ : ُدْي ُِري  ِ اَّ لَلَا  ََْما َذَخَا ْنَم
 ُللها ُه ََلتَ َا ا َتَف َ  ِْاُدِْيُريَذَخَا ْنَم َا ُه ْ َ ُللها  َّ َا ا َ َاا ََا. ا  ا ر﴿
﴾ ر اخبل54 
 
“Abdul Aziz bin Abdillah Al Awaisi: meriwayatkan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghois, 
dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda 
”barangsiapa yang mengambil harta seseorang dengan 
maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya. Dan 
barangsiapa yang mengambil dan bermaksud 
melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”. (HR. 
Bukhari no.2387). 
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Muhammad Ali Baidhawi,Shahih Bukhori, (Beirut-Lebanon:Dar Al 
Kutub Al Ilmiyah, 2004), h.430 
Ijma’ 
Secara etimologi, ijma‟ mengandung dua arti, yaitu: 
1. Ijma‟ dengan arti ketetapan hati untuk melakukan 
sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma‟ dalam 
artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam 
firman Allah pada Q.S Yunus ayat 71: 
            
“Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang 
Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, 
jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan 
peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka 
kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah 
keputusanmu dan(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk 
membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu 
dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan 
janganlah kamu memberi tangguh kepadaku” 
 
2. Ijma‟ dengan arti “sepakat“. Ijma‟ dalam arti ini dapat 
dilihat dalam Al-Qur‟an surat Yusuf ayat 15: 
                  
                       
“Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat 
memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan 
dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami 
wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan 
menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang 
mereka tiada ingat lagi." 
 
Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis 
hukum atau istilah syar‟i terdapat perbedaan rumusan. 
Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan 
kesepakatan itu. Beberapa rumusan ijma‟ adalah sebagai 
berikut: 
1. Al-Ghazali merumuskan ijma‟ sebagai 
kesepakatan umat nabi Muhammad secara 
khusus tentang sutu masalah agama. Rumusan ini 
memberikan batasan bahwa ijma‟ harus 
dilakukan oleh umat nabi Muhammad yaitu umat 
Islam.  
2. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi‟iyah 
merumuskan ijma‟ harus dilakukan dan 
dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu 
pendapat yang dapat terhindar dari suatu 
kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh 
seluruh umat. 
3. Ibrahim Ibnu Siyar Al-Nazam (pemuka 
kelompok Nazhmiyah, satu pecahan dari 
Mu‟tazilah) mengemukakan rumusan ijma‟ 
sebagai setiap pendapat yang didukung oleh 
hujjah sekalipun pendapat itu muncul dari 
seseorang. 
Kemungkinan terjadinya ijma‟ 
1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk 
mengetahui dan menetapkan apakah seorang 
telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang 
menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, 
karena secara formal tidak ada lembaga 
pendidikan yang menghasilkan mujtahid. 
2. Jika ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada 
ukuran untuk menyatakan seseorang telah 
mencapai derajat mujtahid serta dapat pula 
diketahui mujtahid itu diseluruh dunia, namun 
untuk dapat menghimpun pendapat mereka 
semua mengenai suatu masalah yang 
memerlukan hukum, secara meyakinkan atau 
dekat kepada yakin adalah tidak mungkin karena 
mereka berada dalam lokasi yang berjauhan serta 
berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka. 
Tidak mungkin mengumpulkan pendapat mereka 
secara kolektif atau secara perorangan 
3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal 
secara perorangan di seluruh dunia ini dapat 
menghimpun pendapat mereka menurut cara 
yang meyakinkan, 
 
Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan 
mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini 
didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 
pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang 
piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia 
ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap 
kebutuhan umatnya. 
Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti 
hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, 
wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang 
yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal 
yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat 
membutuhkan. 
Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk 
maksiat atau perbuatan makruh, mislanya untuk membeli 
narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk 
menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan 
keuntungan besar. 
Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan 
pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang 
dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka 
menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-
sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah 
salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari 
memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, 
diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan 
tambahan dari hutang yang dia berikan ketika 
mengembalikannya. 
Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak 
yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa 
yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan 
dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi hutang. 




Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar 
hukum hutang piutang diatas baik dari firman Allah dan 
Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan 
salah satu bentuk akad yang disyari‟atkan hukum Islam 
dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan 
perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. 
Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang 
disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai 
dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara‟. 
 
3. Macam-macam Riba 
Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi 
dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba 
jual beli.
56
 Kelompok pertama terbagi  lagi menjadi riba 
qardh dan jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-
beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi‟ah. 
a. Riba Qardh 
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 
disyaratkan terhadap yang beruntung (muqtaridh). 
b. Riba Jahiliyah 
Uang dibayar  lebih dari pokoknya karena  
peminjam tidak mampu membayar  utangnya pada waktu 
yang  ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah 
“kullu qardin jarra manfa ab  fabuwa” (setiap pinjaman 
yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi 
penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong 
riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan 
tergolong riba fadhl,” 
c. Riba Fadhl 
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Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang 
timbul akibat  pertukaran barang sejenis yang tidak 
memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bin mitslin), 
sama kwantitasnya (sawa-an bisawa-in) dan sama waktu 
penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran seperti ini 
mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak 
akan nilai masing barang yang  dipertukarkan. 
Ketidakjelasan ini dapat  menimbulkan tindakan zalim 
terhadap salah satu pihak,  kedua pihak dan pihak-pihak 
yang lain. 
d. Riba Nasi’ah 
Riba nasi‟ah juga disebut  juga riba duyun yaitu 
riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak 
memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al 
ghunmu bil ghumi) dan hasil usaha muncul  bersama biaya 
(kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung 
pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena 
berjalannya waktu. Riba nasiah adalah pengangguhan 
penyerahan atau  penerima jenis barang ribawi yang 
dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. 
 
4. Hikmah Dilarangnya Riba 
Adapunsebab dilarangnya riba ialah dikarenakan 
riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat 
manusia. Kemudharatan tersebut antara lain: 
57
 
a. Riba menimbulkan sikap pemboros yang tidak 
bekerja. Menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga 
menjadi pemalas, seperti pohon benalu. 
b. Riba merupakan salah cara penjajahan. Kita telah 
mengenal riba dengan segala dampak negatifnya 
didalam menjajah negara kita. 
c. Riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang-
orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya 
menjadi fakir miskin. 
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PT.Karya Toha Putra,2004), h. 50 
d. Untuk menghilangkan tipu-menipu diantara manusia 
dan juga menghindari kemudharatan. 
e. Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta 










PENYAJIAN DATA HASIL LAPANGAN 
 
A. Gambaran Umum Desa Ceringin Asri 
Sesuai dengan objek yang akan penulis teliti maka 
penulis akan memberikan gambaran umum tetang Desa 
Ceringin Asri. Dalam beberapa hal yang berkenaan dengan 
pembahasan ruang lingkup skripsi ini: 
1. Sejarah Berdirinya Desa Ceringin Asri 
Desa Ceringin Asri merupakan, desa yang 
terlentak dikecataman Way Ratai Kabupaten Pesawaran. 
Desa Ceringin Asri awalnya berkecamatan di Padang Cermin 
Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2011, adanya pemekaran 
maka desa Ceringin Asri masuk dikecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran, dan terdiri dari 5  dusun, yaitu: 
a. Dusun Ceringin  
b. Dusun Taman Asri 
c. Dusun Sidomukti 
d. Dusun Banyumas I  
e. Dusun Banyumas II 
Pada tahun 2011 berdirinya desa Ceringin Asri 
kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan lurah 
pertama dijabat oleh Bapak  M. Kaman. Berdasarkan 
keputusan surat tentang penetapan jumlah lingkungan 
Kelurahan dalam wilayah desa Ceringin Asri, maka desa 
ceringin asri dengan luas wilayah 808 Ha. Ditetapkan dengan 
5 dusun, dusun Ceringin 3 Orang Rukun Tetangga (RT), 
Dusun Taman Asri 4 RT, Dusun Sidomukti 3 RT, Dusun 
Banyumas I 2 RT, dan Dusun Banyumas II 2 RT. 
  Adapun pembangunan Desa Ceringin Asri: 
a. Pembangunan balai desa 
b. Pembangunan Masjid Al-Azhar dan Al-Ikhlas 
c. Pembentukan dusun  
d. Pembangunan TPA dusun 
e. Pembangunan jalan 
 
 
2. Keadaan Geografis Desa Ceringin Asri   
Ditinjau dari segi kondisi geografis, Desa Ceringin 
Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran merupakan daerah 
yang strategis. Secara keseluruhan Desa Ceringin Asri 
memliki luas wilayah 808 Ha, Dengan jenis lahan yang 
berbeda-beda, diantaranya adalah, pemukiman, perkebunan,  
persawahan, fasilitas umum, tanah-tanah hutan, kuburan dan 
pekarangan. 
Perincian pemanfaatan lahan Desa Ceringin Asri 
sebagai berikut: 
a. Pemukiman  : 230 Ha/m² 
b. Perkebunan  : 411 Ha/m² 
c. Persawahan  : 100 Ha/m² 
d. Fasilitas Umum  : 125 Ha/m² 
e. Tanah-tanah hutan : 75 Ha/m² 
f. Kuburan   : 2 Ha/m² 
g. Pekarangan  : 60 Ha/m² 
Adapun batasan-batasan yang membatasi wilayah 
Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran sebagai  
berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan/Kalirejo, 
Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyosari Way 
Ratai, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran 
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wates Way Ratai,  
Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya, Way 
Ratai, Kab. Pesawaran 
Tabel 1 
Letak Geografis Desa Ceringin Asri 
NO Letak Geografis Keterangan 
      1 Curah  Hujan 3.000Mm 
2 Jumlah bulan hujan 4 Bulan 
3 Suhu Rata-rata harian 33ºC 
4 Ketinggian tanah dari 
permukaan laut 
115mdl 
Sumber: Monografi Desa Ceringin Asri tahun 2017, dicatat 
tanggal 2 Juni 2015. 
 Berdasarkan gambaran letak geografis diatas 
menunjukan bahwa Desa Ceringin Asri merupakan wilayah 
yang cukup subur. Ditunjang dengan curah hujan rata-rata 
3.000mm/tahun sangat mendukung terhadap usaha 
masyarakat yang masyoritas sebagai petani sawah. 
3. Keadaan Penduduk Desa Ceringin Asri  
Jumlah penduduk Desa Ceringin Asri 2308 jiwa, 
yang keseluruhannya berasal dari suku jawa dan sunda. 
Apabila dilihat dari jenis kelamin, agama dan 
pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
1. Laki-laki   : 1186 Orang/jiwa 
2. Perempuan  : 1122 Orang/jiwa 
b. Jumlah penduduk berdasarkan Usia 
1. Usia 0-10 Tahun  :423 Orang 
2. Usia 11-20 Tahun  :498 Orang 
3. Usia 21-30 Tahun  :397 Orang 
4. Usia 31-40 Tahun  :289 Orang 
5. Usia 41-50 Tahun  :310  Orang 
6. Usia 51-60 Tahun  :221 Orang 
7. Usia 60 Tahun keatas : 170 Orang 
 
4. Struktur Pemerintahan Desa Ceringin Asri Kec. Way 
Ratai Kab. Pesawaran 
 
a. Kepala Kelurahan 
Kepala kelurahan mempunyai kedudukan sebagai 
pemimpin dan penyelenggara pemerintah ditingkat 
kelurahan yang berada   dibawah kekuasaannya dan 
bertanggung jawab kepada camat. 
b. Sekretaris Kelurahan 
Sekretaris Kelurahan adalah staf yang langsung 
berada dibawah koordinasi kepala kelurahan dalam 
menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan 
pembangunan Kelurahan. 
c. Kasi 
Kasi adalah aparat kelurahan yang diperbantukan 
oleh kepala kelurahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi 
tertentu dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti 
urusan pemerintah, pembangunan, dan urusan 
kemasyarakatan. 
d. Kepala  Lingkungan (LK) 
Kepala Lingkungan adalah aparat yang 
diperbantukan oleh kepala kelurahan pada suatu wilayah. 
Kepala lingkungan berkedudukan sebagai pemimpin 
diwilayahnya dalam penyelenggaraan wilayahnya ia 
bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan. 
e. RT 
RT adalah aparat yang berada dibawah koordinasi 
kepala lingkungan (LK). Dalam menjalankan tugasnya RT 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lingkungan. 
Dalam arti fungsional RT dibina oleh Kepala Lingkungan 
selaku pimpinan wilayah tingkat Lingkungan. 
 
5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ceringin 
Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran 
 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Ceringin 
Asri pada dasarnya bercorak pertanian. Hal ini dapat 
dilihat dari bentang lahan yang sebagian besar adalah 
lahan pertanian yang cukup luas yaitu 511 Ha/m², ini 
membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat ini 
bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun petani 
buruh. 
Untuk Lebih jelasnya, dapat dilihat jumlah 
penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian 
sehari-hari pada tabel berikut: 
  
Tabel 2 
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ceringin Asri 
NO Jenis Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 
1 PNS 8 
2 Petani 1221 
3 Pedagang 15 
4 Buruh 8 
5 Tukang 4 
6 Lain-lain 406 
Sumber: Dokumentasi Desa Ceringin Asri tahun 2017, 
dicatat tanggal 2 Juni 2017   
 
B. Hutang Barang Dibayar Setelah Panen di Desa Ceringin 
Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran 
 
1. Praktik Hutang Piutang 
 
Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa 
Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, dapat 
diketahui bahwa pelaksanaan hutang barang dibayar 
setelah panen ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat 
dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data 
yang diperoleh diketahui bahwa kebanyakan yang 
melakukan hutang barang dibayar setelah panen seperti ini 
adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan 
tetangga. 
Kemudian bahwasanya barang yang dijadikan 
objek dalam transaksi ini adalah bibit padi, pupuk dan 
obat-obatan. Tetapi yang lebih dominan dipinjam oleh 
petani ialah pupuk, barang tersebut di hutangkan kepada 
petani dan akan dibayarkan setelah panen berupa uang. 
Berdasarkan hasil pengamatan praktek hutang 
barang dibayar setelah panen ini kebanyakan dilakukan 
antar sesama, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka 
dalam  pembelian barang ini dilakukan dengan cara petani 
mengambil barang yang sudah dikoordinir oleh ketua 
yang sekiranya diperlukan oleh petani, setelah petani 
menggarap sesuai yang akan ditanami, ketika selesai 
garapan tersebut apabila sudah jatuh tempo (setelah 
panen) maka petani tersebut harus mengembalikan 
uangnya dengan nominal lebih yang sudah disyaratkan 
oleh ketua, dari harga hutang barang yang menjadi objek 
dalam transaksi ini.       
Hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan 
antara pihak petani dan ketua, jangka waktu hutang 
piutang ini maksimal selama 3 bulan. Dan pembayarannya  
satu bulan setelah panen. jika terjadi gagal panen, pihak 
petani harus tetap rela mengembalikan hutangnya berupa 
uang dengan nominal lebih,dari harga hutang barang yang 
menjadi objek transaksi. 
Hal terpenting dari pihak petani atau pihak yang 
berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu  
yang telah ditentukan. Apabila panen gagal pihak petani 
atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk 
membayarnya dengan masa tanam panen berikutnya. 
Tetapi pihak petani harus tetap membayarkan hutang 
barang yang menjadi objek tersebut dua kali lipat dari 
hutang sebelumnya dengan adanya penambahan harga 
yang telah disepakati. 
Adapun manfaat dan mudharaat bagi debitur dan 
kreditur adalah: 
a) Manfaat bagi Debitur 
1. Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun 
barang tersebut belum lunas pembayarannya. 
2. Dapat melunasi atau membayar kepada pihak 
kreditur dengan waktu yang sudah ditentukan dan 
apabila sudah jatuh tempo dan pihak debitur 
belum bisa membayarnya, maka dari pihak 
kreditur diberi kelonggaran untuk membayarnya 
dimusim panen berikutnya. 
b) Mudharat yang dirasakan debitur 
1. Mendapatkan pinjaman barang dari pihak 
kreditur kadang lebih sedikit sebab barang 
tersebut masih belum lunas pembayarannya jadi 
belum ada bukti kepemilikannya. 
2. Apabila panen gagal pihak debitur merasa 
kecewa karena ia tidak dapat mengembalikan 
hutang barang tersebut setelah panen, maka dari 
itu pihak debitur harus berhutang lagi kepada 
pihak kreditur dan akan membayarkan hutangnya 
ketika panen berikutnya. 
c) Manfaat bagi kreditur 
1. Untuk memenuhi barang karena keterbatasan 
membeli barang yang baru, maka pihak kreditur 
memilih hutang piutang ini. 
2. Pengawasannya terjangkau karena biasanya 
disini hutang piutang ini dilakukan dengan 
sesama saudara, teman atau tetangga. 
d) Mudharat bagi kreditur 
1. Adanya tunggakan dalam pembayarannya dari 
para  petani yang disebabkan oleh gagal panen.  
 
2. Pihak Yang Bertransaksi 
a. Kreditur 
Kreditur adalah orang yang berpiutang atau 
orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi 
kreditur didalam hutang barang dibayar setelah panen di 
Desa Ceringin Asri kec. Way Ratai Kab. Pesawaran 
adalah saudara Bapak Rio. 
b. Debitur 
Debitur adalah orang atau lembaga yang 
berhutang kepada orang atau lembaga lain.
58
 Dalam hal 
ini adalah masyarakatDesa Ceringin Asri yang 
membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah 
petani. Adapun yang menjadi debitur di Desa Ceringin 
Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran adalah sebagai 
berikut: 
1. Bapak  Tumiran 
2. Bapak Mujianto 
3. Bapak Dasir 
4. Bapak Teguh 
5. Bapak Kamsito 
6. Bapak Wartono 
7. Bapak Suparso 
8. Bapak Satijo 
9. Bapak Kamsito 
10. Bapak Sahid 
Dibawah ini disajikan beberapa transaksi 
hutang barang dibayar setelah panen yang penulis 
peroleh dari Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. 
Pesawaran yaitu: 
1. Transaksi hutang barang dibayar setelah panen yang 
dilakukan Bapak Tumiran dan Bapak Rio 
Menurut Bapak Rio, selaku salah satu kreditur 
di Desa Ceringin Asri yang memberikan pinjaman 
kepada Bapak Tumiran yang merupakan tetangganya, 
awalnya Bapak Tumiran Datang kerumah Bapak Rio, 
untuk meminjam barang sesuai dengan keinginanBapak 
Tumiran,  yaitu 2 sak pupuk dihargai dengan harga 
sebesar Rp.100.000 dengan kesepakatan pembayaran 
hutangnya akan dibayarkan setelah panen. dan 
dibayarkan  berupa uang dengan nominal lebih dari 
harga  awal peminjaman yang telah disepakati,yaitu 
dengan penambahan Rp.15.000  sebagai uang  transport 
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dan kas pengurus, jadi  yang akan  dibayarkan Bapak 
Tumiran ialah Rp.115.000. 
Menurut Bapak Rio transaksi ini dibolehkan 
karena tidak ada unsur keterpaksaan melainkan tolong 
menolong. Sedangkan jangka waktu pengembaliannya 
minimal 3 bulan sesuai dengan kesepakatan.
59
 
2. Transaksi hutang barang dibayar setelah panen yang  
dilakukan Bapak Mujianto dengan Bapak Rio 
Menurut Bapak Mujianto, selaku salah satu 
debitur di Desa Ceringin Asri menyebutkan bahwa 
alasan mengapa beliau  lebih memilih melakukan 
pinjaman semacam ini karena prosesnya lebih cepat, 
terjangkau, dan barang yang dipinjamnya lebih murah 
dibandingkan harga ditoko dengan kesepakatan akan 
dikembalikan setelah  panen. 
Bapak mujianto juga menjelaskan penyebab beliau 
memilih hutang piutang  ini, karena faktor ekonomi dan 
keadaan yang memang masih banyak kebutuhan-
kebutuhan lainnya, jadi bapak mujianto lebih memilih 
hutang piutang ini, karena bagi beliau lebih praktis dan 
harga yang dijadikan objek transaksi  lebih murah  
dibandingkan harga ditoko.  
 Ketika peneliti menanyakan hukumnya 
bagaimana hutang piutang  ini dengan adanya  uang 
tambahan  dan tidak ada perjanjian tertulis, beliaupun 
menjawab bahwasannya diperbolehkan karena sudah  
menjadi kesepakatan bersama walaupun transaksi dalam 
perjanjian ini tidak ada bukti tertulis hanya ada unsur 




3. Transaksi Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yang  
dilakukan Bapak Suparso dengan Bapak Rio 
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Menurut Bapak Suparso, selaku debitur di Desa 
Ceringin Asri menyebutkan bahwa, alasan mengapa 
beliau lebih  memilih melakukan pinjaman atau hutang 
piutang ini karena prosesnya lebih cepat, karena  barang 
yang dijadikan transaksi akan  dibayarkan setelah panen, 
jadi untuk pembayarannya tidak terburu-buru walaupun 
terjadi gagal panen akan diberikan kelonggaran untuk 
pembayarannya. 
Bapak suparso pada  saat itu datang kerumah 
bapak Rio dengan bermaksud mengambil obat-obatan 
yang sudah dipesan atau dipinjam untuk mengobat  
garapan tanaman yang ada disawahnya agar terhindar 
dari hama,  dihargai oleh bapak Rio Rp. 60.000 dengan  
kesepakatan hutang tersebut akan dikembalikan setelah 
panen dan dikenai tambahan Rp.5000, saat itu  Bapak 
Suparso mengambil 5 botol obat, total yang harus 
dibayarkan bapak suparso setelah panen adalah 
Rp.325.000. 
Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum 
transaksi hutang piutang tersebut menurut  Hukum 
Islam, beliau mengatakan  bahwa transaksi tersebut 
hukumnya tidak boleh, tetapi karena kebutuhan dan 
transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa 
ini dan tanpa adanya paksaan.
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4. Transaksi Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yang  
dilakukan Bapak Satijo dengan Bapak Rio 
Pada awalnya Bapak Satijo meminjam pupuk 
kepada Bapak Rio, beliau meminjam dengan 2 sak 
pupuk untuk memupuk tanamannya disawah, pada saat 
itu harga pupuk naik, beliau dihargai Rp.120.000 dengan 
kesepakatan akan dikembalikan setelah panen dengan 
total Rp.162.000 yang sudah ditambahkan dengan 
tambahan 15.000. 
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Setelah ditanya, apakah hukum transaksitersebut 
Bapak Satijo berkata transaksi ini hukumnya boleh 
karena terdapat unsur tolong-menolong dan tidak ada 
saling keterpaksaan satu sama lainnya. 
 
3. Faktor Terjadinya Hutang Barang Dibayar Setelah 
Panen 
Menurut Bapak Sakimin, salah seorang ketua 
pemuda yang tidak terlibat langsung dengan transaksi 
hutang piutang tersebut, menyebutkan bahwa alasan 
warga melakukan praktik hutang piutang tersebut 
dikarenakan menurut mereka, melakukan pinjaman 
sesama warga itu lebih mudah. Sedangkan bagi mereka 
yang barang pinjamannya belum lunas dalam masa jatuh 
tempo karena panen gagal, maka pihak petani atau pihak 
debitur akan diberi kelonggaran untuk membayar 
hutangnya kepada pihak kreditur.
62
 
Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat 
cenderung takut melakukan pinjaman di toko-toko besar, 
dikarenakan prosesnya susah dan tidak saling mengenal. 
Ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam 
ini  menurut hukum islam, beliau menuturkan bahwa 
beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar 
transaksi ini berlaku adalah  karena hal ini  sudah 
menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama 
menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan. 
Menurut Bapak Sirman selaku salah satu ulama di 
Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran, ini 
adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa praktik 
hutang barang dibayar setelah panen ini sebaiknya 
jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak 
dari pada manfaatnnya,  sering terjadi kesalahfahaman 
antara teman, tetangga juga saudara jadi silahtuhrahmi 
kita antar sesama jadi berantakan dan terputus, meskipun 
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Adapun faktor terjadinya hutang barang dibayar 
setelah panen ini ialah faktor ekonomi, dimana pihak 
debitur membutuhkan barang untuk menggarap tanah 
pertaniannya. Karena apabila tanah pertanian tidak 
digarap dan ditanami yang dapat menghasilkan bagi 
petani, para  petani akan merasa khawatir dengan 
kelangsungan hidup istri serta anak-anaknya yang 
sedang menuntut ilmu, karena salah satu mata 
pencaharian mereka hanyalah bertani dari faktor inilah 
awal mulai terjadi transaksi hutang barang dibayar stelah 
panen di Desa Ceringin Asri Kec. Way Ratai Kab. 
Pesawaran. 
4. Jangka Waktu Perjanjian Hutang Piutang 
Perjanjian hutang barang dibayar setelah panen 
seperti ini diawali dengan perjanjian kreditur, dengan 
waktu jatuh tempo selama 3 bulan, apabila petani  belum 
sanggup melunasi hutangnya kembali, biasanya waktu 
pelunasannya petani diberi kelonggaraan untuk 
membayarnya. Keadaan ini biasanya dikarenakan pihak 
petani mengalami gagal panen,para petani akan 
diberikan waktu kelonggaran untuk membayarkan 
hutangnya ketika musim panen berikutnya, Tetapi pihak 
piutang atau kreditur mensyaratkan untuk mengambil 
barang yang menjadi objek transaksi tersebut kepada 
kreditur dan tidak diperbolehkan mengambil barang 
yang menjadi objek transaksi ditempat lain atau ditoko-
toko besar. 
Peneliti berpendapat bahwasannya hal semacam 
ini akan membuat para petani atau debitur akan merasa 
memberatkan petani, dikarenakan petani membayarkan 
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hutang piutangnya dua kali lipat dari hutang sebelumnya 
yang belum dibayarkan. 
Debitur memberikan waktu  kelonggaran sampai 
musim panen berikutnya apabila petani panen dan tidak 
cukup untuk membayarkan hutangnya, pihak kreditur 
tetap akan memberikan waktu sampai petani dapat 
melunasi hutang-hutangnya, apabila tetap saja tidak 
mampu membayarkan hutang-hutang tersebut, Pihak 
Kreditur juga  menjelaskan kepada peniliti, 
bahwasannya pihak debitur terpaksa akan ditagih untuk 
membayarkan hutang tersebut,  dan Pihak Kreditur  
tidak tahu menau  dari mana para petani mendapatkan 
uang untuk membayarkan hutang –hutang tersebut, yang 
kreditur tahu  hanyalah hutang tersebut lunas. 
5. Status Barang  Yang dijadikan Objek Transaksi 
Dalam praktek hutang barang dibayar setelah 
panen ini dimana barang yang dijadikan objek transaksi 
adalah barang berupa bibit  padi, obat-obatan dan pupuk, 
Tetapi yang lebih dominan dipinjamkan dari pihak 
kreditur hanyalah obat-obatan dan pupuk, Barang tersebut 
bukanlah milik utuh debitur, debitur masih ada kewajiban 
membayar barang kepada pihak kreditur. Barang yang 
belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang 
tersebut masih kepunyaan dua pihak, sampai 







A. Praktik hutang barang di bayar setelah panen yang 
dilakukan  pada kelompok tani Desa Ceringin Asri 
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran 
 
Praktik hutang barang dibayar  setelah  panen di Desa 
Ceringin Asri Kabupaten Pesawaran  sebagian besar 
dilakukan sebelum menggarap sawah. Karena pada dasarnya 
petani yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan 
modal, sehingga mereka mencari pinjaman dan berhutang 
sebagai modal awal untuk menggarap sawahnya, dengan 
barang yang dijadikan objek transaksi bibit,pupuk serta obat-
obatan, namun disini yang lebih sering petani pnjam ialah 
pupuk dan obat-obatan.
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 Hal ini  tidak lepas dari pembiayaan 
yang cukup  banyak,  sehingga para petani yang kekurangan 
modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk 
menggarap sawahnya. 
Pada umumnya praktik hutang piutang antara petani 
dan ketua kelompok tani didahului dengan akad atau 
perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang 
piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa 
Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran 
ini hanya dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, jadi 
hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan 
adat kebiasaan setempat. 
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Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-
hari ditengah hiruk-piruk kehidupan manusia karena sudah 
lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang 
berlebih dalam hartanya.Ada pihak  yang tengah mengalami 
kesempitan dalam memnuhi kebutuhannya, dan ada pula 
pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah 
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yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat 
ada tambahan. 
Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 
di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai  Kabupaten 
Pesawaran. Praktik hutang piutang yang  mereka lakukan 
adalah sistem hutang piutang berbunga atau yang sering 
dikenal dengan kata riba. Yaitu muqtaridh (petani) datang 
langsung kepada muqridh (ketua kelompok tani) untuk 
mengembalikan  hutangnya dengan uang, yang nominalnya 
lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang 
dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh muqridh 
(ketua kelompok tani) yaitu pada saat petani panen,  dan 
apabila pada jatuh tempo (panen)  petani belum bisa 
mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena 
hama, maka muqtaridh (petani) harus mengembalikan 
hutangnya dengan tambahan 5% dari pokok pinjaman pada 
panen beerikutnya. Dan apabila panen berikutnya muqtaridh 
(petani) masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka 
ada tambahan lagi pada panen berikutnya sebanyak 5%, jadi 
totalnya 10%, begitu seterusnya.
66
 
Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi 
aktivitas atau biasa dilaksanakan petani Desa Ceringin Asri. 
Salah satu praktik hutang barang dibayaar setelah panen yang 
peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak 
Tumiran (petani) dan Bapak Rio (ketua kelompok  tani), agar 
mengembalikan  hutangnya dengan uang. Barang yang 
dipinjam oleh Bapak Tumiran pada saat itu 2  sak pupuk, 
pada saat itu dihargai Rp.100.000. Dan apabila Bapak 
Tumiran tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat 
panen karena panen gagal, maka Bapak Rio meminta agar 
Bapak Tumiran mengembalikan hutangnya pada panen 
berikutnya dengan tambahan 5% dari pokok pinjaman, dan 
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apabila panen berikutnya Bapak Tumiran masih belum bisa 
mengembalikan hutangnya, maka Bapak Tumiran harus 
mengembalikan hutangnya dengan menambah 5% lagi dari  
pokok pinjaman, jadi totalnya 10% begitu seterusnya.
67
 
Dalam perjanjian seperti ini  tidak dipungkiri bahwa 
masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat 
membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Sedangkan ketua kelompok taani adalah seorang 
yang memiliki modal. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan 
adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat 
Desa Ceringin Asri. 
Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang 
kepada ketua kelompok tani tersebut karena bisa 
mendapatkan barang dengan mudah dan langsung bisa 
diterima, selain itu hutang tersebut bisa dikembalikan 
dikemudian hari yaitu pada waktu panen. 
68
 Meskipun  para 
petani harus memberikan tambahan 5% atau 10% uang, tetapi 
bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada  orang 
lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan. 
Kemudian  mengenai penyerahan pembayaran hutang 
tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama, 
biasanya petani langsung kerumah Bapak Rio. Sedangkan 
alasan mengapa praktik hutang piutang tersebut ada, hal itu 
timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk 
menggarap sawahnya.
69
 Mereka kekurangan modal dan 
akhirnya mereka meminjam barang kepada ketua kelompok 
tani. 
Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang 
berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. 
Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang 
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tidak lulus SD bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan 
sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari 
penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha 
lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 
perhatian mereka dalam segi pendidikan. 
Melakukan pinjaman ketoko-toko atau lembaga lain 
misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan 
lakukan. Karena menurut mereka prosesnya susah serta harus 
meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan 
pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak 
harus meninggalkan barang jaminan.
70
 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek hutang 
barang dibayar setelah panen adalah karena adanya kebutuhan 
yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, Sehingga 
membuat petani Desa Ceringin Asri tersebut merasa lebih 
ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 
seseorang  dibolehkan berhutang karena dalam keadaan 
darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, 
bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal 
tersebutsangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang barang dibayar 
setelah panen di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran tersebut adalah karena petani daerah 
tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam 
bercocok tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah 
sedikit. Ditambah lagi pemahamannya tentang transaksi 
hukum transaksi Islam semacam ini seakan tidak ada 
larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap 
transaksi semacam  ini  merupakan suatu hal yang biasa 
mereka jalankan selama ini. 
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B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang 
Barang Dibayar Setelah Panen 
 
Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan 
qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah 
akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepkatan dua 
kehendak.  Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang 
piutang di Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran, terjadi  kesepakatan antara petani 
dengan ketua kelompok tani. 
Dalam setiap akad harus ada sighat al-aqd yakni ijab 
dan qabul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang 
dinyatakan oleh salah satu dari mut‟aqidayn yang 
mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan 
perikatan. Penyertaan ini dinyatakan oleh petani sebagai 
muqtaridh, misalnya : “saya  akan meminjam barang kepada 
saudara  untuk modal awal penggarapan sawah”, dan qabul 
adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang 
mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. 
Pernyataan ini dinyatakan oleh ketua kelompok tani sebagai 
muqridh, “ya, tetapi saya minta barang tersebut dibayar 
dengan uang sekian pada musim panen”, Dan hal itu sudah 
dilakukan antara petani dan ketua kelompok tani. 
Demikianlah sighat ijab qabul yang diucapkan antara 
kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhinya, 
seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1 
yang berbunyi: 
                      
                       
       
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad  itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya. 
 
 Akad perjanjian hutang piutang di Desa Ceringin Asri 
tersebut yaitu petani menyerahkan barang sebagai objek 
dalam hutang piutang kepada  ketua kelompok tani. Dengan 
demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah 
terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang piutang ini telah 
memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang 
diadakan, yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang 
mempunyai persamaan penggunaannya mengakibatkan 
musnahnya benda hutang yaitu berupa barang yang diterima 
oleh ketua kelompok tani yang ketika akan digunakan musnah 
dzatnya. Dapat  dimiliki yang secara otomatis barang tersebut 
telah berpindah tangan kepetani, sehingga barang tersebut 
telah  menjadi milik petani, dengan begitu barang sebagai 
objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang 
berhutang, dan telaah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
71
 
Dan hal tersebut  telah terpenuhi dalam akad hutang piutang 
yang di Desa Ceringin Asri. 
Demikian juga dengan aqidnya, dalam transaksi hutang 
piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. 
Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang piutang di Desa 
Ceringin Asri merupakan orang dewasa, berakal dan cakap 
dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan sighat 
dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak 
dalam transaksi ini aadalah orang yang dewasa, berakal dan 
cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, 
objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa 
barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang.
72
 
Dengan demikian, akad hutang piutang tersebut telah sesuai 
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dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi aqid, objek, 
maupun sighatnya. 
Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Ceringin Asri  
tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan 
jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya 
berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam 
hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan 
muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat : 
282. 
                    
                
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar.”73 
 
 Namun hutang piutang di Desa Ceringin Asri 
tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan ketua 
kelompok tani saja secara lisan tanpa ada catatan atau 
kkwitansi, dan perjanjian hutang piutang tersebut 
dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, 
dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka 
adaalah petani menerima barang terlebih dahulu, dan ketua 
kelompok tani akan menerima uang pada waktu yang 
ditentukan, yaitu pada musin panen, meskipun pemberian 
uang tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa 
besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, 
yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan 
diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian 
betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih 
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untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada 
masa yang akan datang. 
 Jika ketua kelompok tani dalam memberikan 
pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi 
lebih baik, karena dari segi financial mereka termasuk orang 
berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa 
Ceringin Asri tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak 
langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni 
inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga hal tersebut 
menunjukkan bahwa petani harus mengembalikan 
pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman. 
 Jadi, jika orang  yang menghutangi mengambil 
tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa 
melalui jalur yang dibenarkan, Sebab, menurut sebagian 
ulama berapapun kecilnya tambahan (riba‟) itu tetap haram. 
Bebeda dengan jual beli, berapapun tingginya harganya tetap 
sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun 
labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad 
tijaarah (bisnis) dan akad timbal balik sempurna. Sementara 




 Kemudian mengenai hutang piutang yang 
pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan 
di Desa Ceringin Asri, yaitu hutang barang dibayar dengan 
uang sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. 
Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad berarti” 
“Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas 
dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, 
jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam 
dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah 
terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual 
sekehendakmu asal tunai.”75 
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 Dalam hadits diatas, para ulama telaah 
menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, 
jejawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits 
termasuk komoditi ribawi. Sehingga keenam komoditi 
tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan 
memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang 
sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyartan, 
yang pertama harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus 
sama jumlah dan takarannya, walupun terjadi perbedaan mutu 
antara keduabarang. 
Menurut Imam Hanfiyan dan Imam Hambali 
mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan 
perak adalah karena keduanya ditimbang. Sedangkan empat 
komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang 
dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan 
seperti ini berlaku hukum riba fadhl semacam beras, jagung, 
sagu. 
Sedangkan pendapat dari Imam Syafi‟iyah dan salah 
satu pendapat Imam Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba 
pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat 
tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan 
makanan, jadi berlaku pula hukum riba.
76
 
Kenyataan yang terjadi di Desa Ceringin Asri yaitu 
pemberi hutang (ketua kelompok tani) menentukan jumlah 
uang yang harud dibayar petani itu lebih besar jumlahnya dari 
hutang barang yang petani pinjam. Dan hal ini  jelas tidak 
sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan 
dengan cara yang batil dan itu termasuk riba. 
Transaksi hutang piutang antara petani dan ketua 
kelompok tani di Desa Ceringin Asri mmerupakan transaksi 
yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan 
utama transaksi hutang piutang yaitu saling tolong menolong  
kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan 
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memberi manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan 
pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi 
kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkan 
ada tambahan, maka akan membenai si penghutang, karena 
disamping harus memikirkan pengembalian pokoknya juga 
harus memikirkan tambahan/bunga yang diberikan oleh pihak 
pemberi hutang. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan 
dipersyaratkan adanya tambahan berarti akad ini  telah keluar 
dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong 
yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta 
mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk 
pengembangan perekonomian, bukan sebagai sarana bissnis. 
Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini 
akan menjadi sarana  untuk mendapat penghasilan dengan 
cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini 
adalahseorang petani, karena  ketua kelompok tani akan 
mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh petani. 
Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-
menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan 
berubah menjadi ladang bisnis. Karena ketua kelompok tani 
akan mendapat laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada 
petani. Meskipun  kenyataannya dilapangan masyarakat di 
Desa Ceringin Asri mengatakan cukup merasa dibantu 
dengan adanya transaksi semacam ini. 
Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang 
adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu 
sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan 
pada awal akad. Dan juga tidak  menjadi kebiasaan 
dimasyarakaat tertentu dalam melakukan transaksi semacam 
ini.Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Ceringin Asri 
yaitu  tambahan tersebut berasal dari pemikiran ketua 
kelompok tani, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua 
belah pihak dan ini sudah  menjadi kebiasaan  masyarakat 
Desa Ceringin Asri tersebut dalam menjalankan transaksi 
semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan 
transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islamm. 
Hadits Nabi yang berbunyi :“Tidak ada seorang muslim 
yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang 
satunya seperti sedekah.”.  Dan yang dimaksud dengan hadits 
tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang disaat dia 
memerlukannya, lebih besar pahalanya dari padamemberi 




Hutang barang dibayar setelah panen dengan uang yang 
terjadi di Desa Ceringin Asri termasuk kedalam unsur riba‟, 
karena pengembaliannya hutang yang jumlahnya ditentukan 
oleh ketua kelompoktani yang nominal uang tersebut tidak 
setara dengan hutang barang yang petani pinjam, melainkan 
lebih besar sehingga ketua kelompok tani mendapatkan 
keuntungandari hutang tersebut. 
Selain itu, dengan adanya tambahan 5% atau 10% uang 
setelah  jatuh tempo itu sangat menyusahkan sebagian petani 
yang sawahnya menyewa kepada orng lain, karena selain 
membayar tambahan dari  hutang tersebut  mereka juga harus 
membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus  
membayar sewa tanah. Tambahan yang diberikan ketua 
kelompok tani kepada petani di Desa Ceringin Asri tersebut 
mengarah pada unsur riba‟. 
Tambahan 5% atau 10% setelah petani tidak bisa 
membayar hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka ia 
termasuk kategori riba nasi‟ah, karena adanya perbedaan, 
perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan 
yang diserahkan  kemudian. Para ulama fiqh membagi riba 
menjadi dua macam, yaitu riba al-fadhl dan  riba an-nasi‟ah. 
Riba al-fadhl adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis 
yang diperjual belikan dengan ukuran syara‟, yaitu dengan 
timbanganatau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, 1 
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Riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan 
usaha an menghilangkan sumber daya manusia, sebagai 
akibatnya aakan terjadi resesi ekonomi. Karenadengan usaha 
seseorang bisa memenuhi kebutuhan materialnya, karena itu 
Islam menuntut untuk berusaha. Akan tetapi hal tersebut tidak 
bisa dijadikan alasan penghargaan riba, karena pemilikan 
yang berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari juga 
dilarang dalam Islam. Karena dalam Islam tidak memaksa 
seseorang untuk berusaha. Dan riba  merupakan pendapatan 
yang didapat secara  tidak adil, para pengambil riba 
menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar 
berusaha dan mengembalikan uangnya lebih dari pokok 
pinjaman yang diberikan.
79
 Jadi, dengan begitu seseorang 
diperbolehkan untuk  mendapat keuntungan dengan 
persewaan dan mudharabah, asalkan diperoleh dengan cara 
yang sah dan tidak bertentangan  dengan prinsip-prinsip 
mualah. 
Bila dikaitkan dengan konsep muamalah, transaksi 
hutang piutang tersebut merupakan transaksi yang terlarang 
untuk dilakukan. Karena hutang piutang yang 
menandatangkan manfaat, merupakan  salah satu bentuk 
transaksi yang mengandung unsure riba‟, yaitu riba al-qardh. 
Riba al-qardh adalah meminjam uang kepada seseorang 
dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus 
diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan 
kata lain merupakan pinjaman berbunga atau biasa disebut 
riba Nasi‟ah atau riba jahiliyyah yaitu riba (tambahan) yang 
terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada  akad tukar-
menukar dua barang yang tergolong kedalam komoditi riba, 
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baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda 




Alqur‟an dengan tegas melarang riba nasi‟ah (besar 
maupun kecil), diantaranya ayat al-Qur‟an yang melarang 
riba nasiah adalah sebagai berikut: 
                 
                
                  
     
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya”.81 
 
    Ayat tersebut mengharamkan riba nasi‟ah dan 
menegaskan haramnya riba meskipun kecil.
82
 Perjanjian 
hutang piutang yang dilaksanakan di Desa Ceringin Asri 
dengan adanya tambahan 5% atau 10% uang, maka dalam 
perjanjian hutang piutang ini antara petani dan ketua 
kelompok tani yang dilaksanakan di Desa Ceringin Asri 
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Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tidak sesuai 







A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapahal yang dapat 
penulis simpulkan yaitu:  
1. Praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Ceringin 
Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran merupakan 
perjanjian antara petani dan ketua kelompok tani. Dalam perjanjian 
hutang piutang tersebut petani meminjam barang kepada ketua 
kelompok tani, barang yang dijadikan objek transaksi ialah bibit, 
pupuk dan obat-obatan, untuk menggarap sawah, barang tersebut 
akan dibayar dengan uang dengan nominal lebih dari harga objek 
transaksi pada musim panen, dan kelebihan tersebut ditentukan oleh 
ketua kelompok tani. Kemudian apabila petani tidak bisa 
mengembalikan hutangnya pada saat jauh tempo (panen), maka 
petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada 
musim berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih 
belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus 
menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, 
begitu seterusnya.  
2. Hutang piutang ini antara petani dan ketua kelompok tani di Desa 
Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ternyata 
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena hutang 
piutang tersebut mengandung unsure riba, dan berapun kecilnya riba 
itu tetap haram.  
 
B. Saran  
 
Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin 
perlu diulas kembali.  
1. Bagi masyarakat Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai 
Kabupaten Pesawaran khususnya petani yang pernah melakukan 
hutang piutang kepada ketua kelompok tani, bahwa dalam 
bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah 
diajarkan dalam  
68  
 Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh 
Islam.  
2. Bagi ketua kelompok tani sebaiknya tidak memberikan kelebihan 
dari pokok pinjaman dan tidak memberikan tambahan apabila petani 
belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama 
memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang 
membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena 
tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba,, dan riba 
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